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HUKUM ANTAR TATA HUKUM
(wajib baca bahan bacaan sebelum kelas)

1. Tiurma M. Pitta Allagan, S.H., M.H., Ph.D

PERTEMUAN 1 - KULIAH PEMBUKA

RUANG
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TATA
HUKUM

Alasan
mempelajari
Hukum Antar
Tata Hukum,
Rouland duca
kollewijn dan
Paul Scholten.

* Menurut Prof Gautama merupakan dua stelsel hukum yg bertemu.

- Hukum Antar Tata Hukum merupakan Pencarian mana sebuah
hukum yang berlaku ketika terdapat dua sistem hukum atau lebih
bertemu. Apabila terdapat Titik Pertalian, ada hukumnya dan tidak
sembarangan.

* Sumber Hukum Antar Tata Hukum (Yang unik):
— Sumber Hukum yang tertulis sendiri.

- Dokumen formal: Undang-undang, peraturan pemerintah, traktat
internasional, dan keputusan pengadilan yang mengatur hubungan
antar sistem hukum.

- Hukum adat dan kebiasaan: Norma yang berlaku di masyarakat
tertentu dan diakui secara hukum.

- Prinsip-prinsip umum hukum: Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan
harmonisasi yang menjadi dasar penyelesaian konflik antar tata hukum.

- Yurisprudensi dan doktrin: Keputusan hakim dan pendapat ahli hukum
yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antar tata hukum.

- Konvensi, Wajib diikuti.

- Restatement (Yurisprudensi yang diikuti terus) = Model law, bisa
diikuti bisa juga tidak diikuti.

* Yurisprudensi Tetap: Yurisprudensi yang terus menerus diikuti.

— Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU
HPI): Walaupun masih RUU, dia sudah menjadi sumber Hukum
Antar Tata Hukum bukan karena dia akan menjadi UU, tetapi karena
RUU tersebut merupakan pendapat dari sarjana HPI yang secara
bulat diterima dan kemudian dirumuskan. Oleh karena itu, RUU HPI
sudah menjadi sumber hukum berdasarkan Doktrin.

* Terminologi lain untuk Hukum Antar Tata Hukum:
1. Hukum Perselisihan,

2. Hukum Kolisi,

3. Hukum Intergentiel (Hukum Antar Golongan),

4. Marginal Law, dsb.

* Hukum Antar Tata Hukum secara garis besar terbagi menjadi:
— Hukum Antar Tata Hukum Intern:

Hukum Antar Tata Hukum di Tingkat Nasional.
(Terbagi menjadi Hukum Antar Waktu (HAW), Hukum Antar
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Tempat (HAT), Hukum Antar Golongan (HAG)).
> Hukum Antar Waktu: ketentuan peralihan, kalau ada
hukum baru mana yang diberlakukan, apakah yang
menguntungkan, apakah dapat berlaku surut, dIl.

— Hukum Antar Tata Hukum Ekstern: Hukum Perdata Internasional,
Lantas mengapa Hukum Antar Tata Hukum Ekstern disebut sebagai Hukum
Perdata Internasional karena disini merupakan Hukum Nasional yang bertemu
dengan Hukum dari Negara Asing.

DISKUSI

Putusan RV
(Reglement op de
Rechtsvordering)
adalah peraturan
yang  mengatur
tentang
pelaksanaan
putusan  hakim
dalam hukum
acara perdata di

1. Apakah Indonesia boleh mengadopsi Hukum Asing, apabila boleh,
bagaimana caranya?
2. Apakah putusan Hakim Asing dapat diberlakukan di Indonesia?

— Apakah sesimple Putusan 436 RV!

Putusan 436 RV mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing
di Indonesia. Menurut Pasal 436 RV, keputusan-keputusan yang
dijatuhkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat dieksekusi di
Indonesia kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan. Untuk
melaksanakan putusan asing, pihak yang berkewajiban harus
mengajukan gugatan baru di pengadilan negeri setempat, dan putusan
tersebut harus dievaluasi oleh hakim untuk memutus perkara tersebut.

Stelsel hukum
adalah sistem
yang mengatur
berbagai aspek
hukum,
termasuk
jenis-jenis
hukuman yang
dijatuhkan
kepada pelaku
tindak pidana.

Indonesia. Selain itu, penting untuk memahami bahwa putusan asing hanya dapat
diakui dan dieksekusi jika memenuhi syarat tertentu, seperti asas
timbal balik dan tidak bertentangan dengan hukum umum Indonesia.

PENDEFINISIAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM

Setiap Hukum yang bertemu memiliki kedudukan yang sama satu
terhadap yang lainnya (Penyamarataan).
— Tidak peduli dia negara miskin atau kuat, dsb.

Keberlakuan Stelsel Hukum A dipilih bukan karena Stelsel hukum
lainnya bersifat inferior, tetapi karena stelsel hukum A yang dinilai
tepat untuk diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks
hukum internasional, keputusan mengenai stelse/ hukum yang
berlaku harus didasarkan pada pertimbangan tertentu yang
mempertimbangkan kepentingan dan keadilan dalam hubungan
internasional.

A. HUKUM ANTAR WAKTU
1. Di satu tempat (dan negara), terdapat titik pertalian dalam
suatu peristiwa yang sama, tetapi terdapat perbedaan waktu.
Misalnya:
1.1. Lahirnya KUHP Baru, mana yang dipakai, kalau dalam pidana
memang ada prinsip bahwa yang dipakai adalah yang menguntungkan
pelaku.
> Tidak selalu sama dengan prinsip Hukum Antar Tata Hukum.
1.2. Terdapat pasangan yang menjalankan perkawinan hanya berdasarkan
pernikahan Adat (Tidak dicatatkan). Sehingga, tidak sesuai dengan
BW dan UU No. 1/1974.
1.2.1 Apakah perkawinan adat tersebut sah?

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.




Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

1.2.2 Apakah berpengaruh ke Waris (Anak sah atau buka)? HUKUM
Jawaban: ANTAR — Hukum Antar Tata Hukum Ekstern
1.2.1 Menurut BW tidak sah karena tidak dicatatkan. Sedangkan, TATA (Memiliki Unsur Asing)
menurut UU No. 1/1974 mengakui kesahan perkawinan yang HUKUM
dilakukan didepan agama dan kemudian dicatatkan. EKSTERN HPI vs HINPUB -
- - = : (HPI) « Berbeda dari subjek.
> Dikarenakan didepan agamanya telah dijalankan, tinggal Skema HPI
dicatatkan. Berarti kalau gini sah gak? Algemene Hukum Internasional v
Bepalingen (AB) Publik memiliki . .
x| B. HUKUM ANTAR TEMPAT  yang adalah peraturan hubungan antara negara s <
Skema HAW kemudian menjadi HPI umum yang dengan negara  atau Negara X Negara ¥
mengatur .
¥ w . perundang-undanga negara dengan subjek Lo e
L * Pertalian berdasarkan waktu (waktu . . hukum non negara. T rontpebiol (lsghonga-ass eped)
P P n di Indonesia, gara. P persomenpabied {linghumgan busss prbedi)
H 3 yang sama, tempat beda,  personel yang dikenal (Misal organisasi  § :mtemgebiod (ingmgunbuassennl<onl
) berbeda, persoalannya (s) beda) — sebagai Algemene internasional) — negara
5 ‘mj‘ﬂﬁ&mﬁw Skemannya  sesuai  dengan  skema Bepalingen van tidak hanya dapat bertindak untuk atas nama negara.
disebelah. Wetgeving voor Misalnya:
——| Indonesié. AB . ) o )
diterbitkan pada Ada real case orang Arab nikah dua kali. Terus dia pindah ke Perancis
o tahun 1847 dan yang hanya mengakui 1 perkawinan (monogami). Sempat
C. HUKUM ANTAR Skema. HAT, berfungsi sebagai dipermasalahkan apakah anak dari istri keduanya adalah keturunan
GOLONGAN ww dasar hukum untuk yang sah? Pengadilan Perancis bilang bahwa tetap diakui sah karena
e Yang bebeda  adalah . N bziﬁﬁ;v:it;;"a perkawinan kedl{a orang tersebut telah dilakukan jauh sebelum ia
lingkungan pribadi s s E vang begrlaku dig pindah ke Perancis — Sudah ada hak yang berlaku.
AT 47~ Indonesia. AB SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA
tempatnya sama. b b b nan bonta g mengatur tentang
e 5 i sebempebid(inghungar b sk o) cara penafsiran, 1. Pasal 16 (Statuta Personal: Terhadap Kedudukan Orang),
Skema HAG keberlakuan, dan 2. Pasal 17 (Statuta Realia: Terhadap Benda Tetap),
7 sistematika 3. Pasal 18 (Statuta Mixta)
: ;‘ peraturan 4. Algemene Bepalingen (AB) — sering disebut AB 3.
P P perundang — pasalnya mungkin udah gak berlaku, tetapi prinsip di dalam pasal
s s -undangan, serta ini yang masih diberlakukan.
W widygehied {lingkungan-kuasa-wakiu) menetapkan
T rimiegebied lingkunganskussosirnpat) PR
e 5 ;?:5 prinsip A. Pasal 16: Ketentuan dalam UU mengenai status dan wewenang

HUKUM

» Gautama: Yang menunjukkan Stelsel/ (Sistem) hukum manakah yang

— Hukum Antar Tata Hukum Intern
(Tidak Memiliki Unsur Asing)
Misalnya:

1. Terdapat pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu,
antara orang Batak dan orang Jawa, adat pernikahan mana yang mau
digunakan?

2. Apabila ada anak yang mau diadopsi tapi beda asal-usulnya

non-retroaktif dan
hierarki peraturan

kolonial, beberapa
asas dalam AB
masih digunakan
dalam sistem
hukum Indonesia
saat ini.

seseorang tetap berlaku apabila ia berada di luar negeri — penetapan
Prinsip Nasionalitas — berlaku secara analogis terhadap orang asing

. perundang- juga
ANTAR TATA berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hub}mgan anta?a undangan. B. Pasal 17: Terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berlakulah
HUKUM wargg negara Dalam Satu Negara yang memperlihatkan titik Meskipun undang-undang dari tempat dimana benda-benda tersebut berada.
INTERN pertalian. merupakan warisan C. Pasal 18: Hukum yang berlaku bagi setiap tindakan hukum adalah

hukum dari tempat dimana tindakan hukum itu dilakukan. Misalnya,
Ingin melaksanakan perkawinan di Singapura, berarti secara formalitas
berlaku hukum Singapura. — “Tempat Mengatur Perbuatan”.

Dasar Keberlakuan AB Menurut Hukum Positif Indonesia:

1.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Sebelum Amandemen; dan Pasal
I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Amandemen Keempat.

berbeda dengan calon orang tua, apakah diperbolehkan? 2. Perjanjian Internasional, co: New York Convention, Washington
Di antara warga negara dalam suatu waktu tertentu yang memperlihatkan Conventlon (ini tentang arbitrase investasi internasional ketika
titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dari dua atau lebih negara 3 gVEStF’r berhadapan dengan negara), d1l.
oktrin.

berbeda

4. RUU HPI Indonesia.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji sccara Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji sccara

akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab

atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini. atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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LATAR e ® | K eberagaman Indonesia yang
BELAKANG A5 AN BOAGR LN AN menimbulkan politik hukum yang
Hukum di Indonesia
HUKUM © Kebhimnekasn bamgsa Indonsis beragam.
& Comelis v Vollebenen e ot At v .
ANTAR TATA mﬂnwu:-:m:ml:;;:vmux‘hénmlmkmmn wmis  |Note: Perhatikan penggunaan Kkata
ungan hukum adat (rechtsiringen), . .
HUKUM + Nusamtara mesjad dacesh tujusn emigessi bagi sk bz | “Indonesia” dan “Hindia Belanda”
#  Tionghon, India, Amb, Erope. ..
P b v P e kAR * Sclama masa penjajahan oleh
. T o Pemerintah Belanda, Indonesia
i e e dikenal dengan sebutan “Hindia
ialit .
Lo Coasin sk Sien B Nesed | Belanda”. Nama “Indonesia”

digunakan sejak kemerdekaan.

Hukum Adat Dalam Pergaulan Internasional

* Konsep Perjanjian “Maro” kemudian menjadi Product Sharing
Contract: yang satu punya lahan, yang satu punya modal — bagi
hasil produksi — konsep ini diterapkan oleh Pertamina dan sempat
dipertanyakan oleh negara luar (“The country who helps them”) —
ternyata konsepnya dari hukum adat (perjanjian maruk?) —
menunjukkan pentingnya hukum adat di Indonesia (contoh lain:
konsep win-win solution dalam arbitrase yang mencerminkan
konsep musyawarah mufakat).

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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PERTEMUAN 2 - TALI PERTALIAN DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM
“PLURALISME HUKUM”

» Untuk menentukan permasalahan antar beberapa hukum yang bersangkutan

dan manakah yang dipake — sebelum kita Solve suatu problem, we have to
identify if there is one (problem) — dengan menggunakan titik pertalian.
Ketika ada pertalian, itu menciptakan hubungan Hukum Antar Tata Hukum.

* Terminologi untuk Titik Pertalian: Points of Contact

= Titik pertalian, titik taut / titik pertautan (Indonesia)
= Points of contact, Connecting foctor (Inggris)

* Aanknopimgspunten |Belanda)

* Points de rottochement [Perancis)

= Anknipfungspunkt (lerman)

| mreele | Tt —
* Prof Gautama: Titik pertalian e || e | 1
adalah hal-hal dan am = P, it e

keadaan-keadaan yang|
menyebabkan  berlakunya
suatu stelsel hukum.

e

e =
JENIS TITIK Titik Pertalian Primer (TPP) & Titik Pertalian Sekunder (TPS)
PERTALIAN 1. TPP: Faktor utama untuk menunjukkan atau melahirkan hadirnya
DAN TITIK suatu hubungan hukum sebagai hubungan Hukum Antar Tata Hukum
PERTALIAN (dengan mengetahui TPP, kita dapat mengetahui mana hubungan
HUKUM Hukum Antar tata Hukum atau bukan).
ﬁl;lJ’II‘(ItJII{v[TATA Kem?dian apakah yang berlaku te'rl}adap hu};)ungan hukum tersebut.
INTERN — Dijawab dengan pertolongan Titik Pertalian Sekunder (TPS).

* TPP (karena sifatnya) disebut Titik Taut Pembeda (karena fungsi
Latihan Soal! TPP untuk menentukan mana hubungan Hukum Antar Tata Hukum
dan bukan), sedangkan TPS disebut Titik Taut Penentu (karena fungsi

Sc'eorang WN TPS adalah untuk menjawab hukum manakah yang harus dipilih).
Singapura dan

WNI . Korelasi antara TPP dan TPS:

menandatangani 1. TPP merupakan syarat keberadaan TPS

kontrak 2. Tidak akan muncul TPS jika tidak didahului oleh adanya TPP,
peml')angunal? sehingga menunjukkan semacam urutan juga.

pabrik gula di

Indonesia. TITIK PERTALIAN DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM
Hukum yang INTERN (TPP DAN TPS)

ditentukan

berlaku adalah 1. TPP dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern, Apakah masih relevan
hukum Indonesia. saat ini serta hubungannya ke Pluralisme Hukum.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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Dalam hal ini, A. Golongan Rakyat (Para Pihak atau Subjek Hukum)

faktor yang Dahulu kala, terdapat‘ pembagian golf)ngan rakyat berdasarkap Pasal
menjadi TPS 163 IS (Eropa, Timur Asing, Pribumi). Maka dulu ketika ada
adalah . pasangan Eropa dan Pribumi, timbul Hukum Antar Tata Hukum di

sini. Terkait ini, sekarang sudah tidak terlalu signifikan karena
sekarang mengedepankan kewarganegaraan.

B. Pilihan Hukum

Bayangkan bagaimana jika ada dua orang dari golongan yang
berbeda melakukan suatu hubungan hukum?

Misalnya:

1. Hubungan jual-beli antara A (Jawa Timur) dan B (Jawa Barat),
selanjutnya kedua pihak memilih hukum jual-beli berdasarkan BW
agar tidak perlu repot melakukan di depan Kepala Adat (Ingat Syarat
Jual-Beli Adat adalah Terang dan Tunai).

Jika ditanyakan apakah ada Hukum Antar Tata Hukum atau tidak?,
maka jawabannya adalah Ada.

Walaupun dari golongan rakyat yang sama (Pribumi), tapi ada titik
pertalian, yakni hukum yang berlaku atas golongan pribumi (Hukum
Adat) dengan Hukum Eropa (sebagai pilihan hukum yang dilakukan
para pihak).

- Real case scenarios: Kasus debitur dan kreditur yang beda
pilihan hukum dalam Putusan Landraad Malang atau kasus
inces di Lombok kalau dilakukan bukan oleh Masyarakat
Lombok asli.

C. Tanah

Saat ini Tanah sudah tidak termasuk dalam TPP karena sekarang
tanah Indonesia hanya dapat berlaku hak Indonesia, tanah Eropa
hanya berlaku Eropa (jadi udah linier status hukum dan orang yang
memiliki kekuasaannya)

— Sejak UU Agraria, sudah tidak bisa lagi terjadi kasus tanah
milik orang Indo, rumah milik orang Eropa.

* Twnsh merikhi staiin Sersendin; hekom st fanss Serlepn dan Buom st oreng ey memiE
babssanan gtas tanah terssbut

= Atag tanah indosdsia bamya dapat dietakian “hak-hak Indeaesia”; dan 12 tanah Eropa
|menurut “Derchrpsngrondoonostie” stau Ord, Balk Kama 5. 1534727), hamo “Bak-
hak Barst”

* Undangusdong Ho 5 Tahus 1380 testang Perstumn Duear Pobolepoiol Sgraria (ULIFR])
#erryed D tanva b cusah ook 1ermuriuh dalam 1k semaias srimer

Perhatikan perbedaan antara penguasaan (bezit) dan pemilikan.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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D. Peranan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata
Dalam Hukum Acara Perdata, HIR diterapkan hanya untuk Jawa-Madura, di
luar Jawa-Madura itu ada IRV, dll.

* Waria hedudeban Belandae Hakire Eropa F Asod von Justitie |Fad) menjadi vl persalion uniui
b beriakuas hukum Eraps sert s (leglemes op v Srckiseardening]

+ Hakim ek golosgan fabyal piisom: Landsad, sk penaban be arah hebum acer yang
tercafurs dilas HE

TPS dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern

1. Maksud Para Pihak
Berkaitan dengan pilihan hukum para pihak (bisa dilakukan secara tegas
ataupun diam-diam).

= Versprutami:

I lendreod Fadang (15300 koeirak bed mobil aah; E e
BT it [ Berith ansagal vparat Smam domirae

Byl Padtang (1932): Aina NOLSE JITI3Fa seorang INDIESI degan Maskapal E0sa bentinar

Bashuies Erepa sebais warat dalam Ak

1 landroad Pensurgan (1995 Kemirsie beli sews pengg s beron snises worang £ ops
zargn s arlabatdn Panel $ 058 4] W hiskem Eroga ber gk

Putuzsan ME ls'.B‘H-I bkorkrak el beb dergan hak memigel kemball stars stonng bemipuiers

2= seomng herops

)

2. Faktor Milieu
Faktor yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam bidang
hukum kontrak, berdasarkan lingkungan:

(a) Tempat berlangsungnya suatu peristiwa,
(b) Suasana tempat dilangsungkannya peristiwa
— co: Landraad Jatinegara dan Landraad Kediri.

3. Kedudukan Masyarakat yang lebih tinggi

Pihak yang kedudukannya lebih tinggi dapat secara leluasa menetapkan
syarat-syarat dan/atau hukum yang berlaku dalam hubungan mereka
(misalkan urutan kedudukan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi).

* Rwl Jakarta (1937): Hukum Eropa berlaku dalam pembelian mobil
keluaran Lindeteves atau Velodrome oleh seorang Bumiputera

* MA (1918): Hukum Eropa berlaku dalam Perjanjian Pengangkutan
antara seorang pribumi dan perusahaan pelayaran Belanda

4. Tawaran Kepada Umum
* Penggunaannya sering disandingkan dengan TPS berupa Kedudukan
Masyarakat yang Lebih Tinggi
* Landraad Malang 1537

Tiio Hwle Ting menawarkan barang-barang dagangan tokonya
Dianggap melakukan tawaran umum «dengan tidak memandang
gokongan rakyat dari pembali yang berminat.

Dalam hal ini, Tjio membuka kemungkinan untuk berlakunya
hukum Eropa atau Timur Asing sesuai dengan pembelinya siapa.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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“Sering disandingkan dengan TPS Kedudukan Masyarakat yang
Lebih Tinggi” — berarti si Tjio gak menargetkan pakai hukum
tertentu ketika di awal, dia ngikut berdasarkan kedudukan hukum
yang lebih tinggi disesuaikan dengan pembelinya (misal yang beli
golongan Eropa berarti pakai hukum Eropa karena hukum Eropa
kedudukannya lebih tinggi dari hukum Timur Asing. Kalau
pembelinya adalah pribumi, maka pakai hukum Timur Asing) —
sama kayak contoh kasus ketika orang Eropa jual mobil ke
bumiputera maka yang berlaku adalah hukum Eropa (karena
kedudukannya lebih tinggi).

5. Masuk ke dalam suasana hukum pihak lain.
(Biasanya disimpulkan oleh hakim)

* Spseorang yang berasal dari satu golongan rakyat medskukan suatu
perbuatan hukum masuk ke tuasana hulkum dari golongan rakyat Lain;
disimpaulican dari kenyataan-keryataan yang ditetaplkan oleh hakim

* [andread lakarta (1931); searang Bumipuwiera meryerabian pakalanrya
urituk dicuci kepada secrang binatu yang dimiliki oleh searang Tionghoa.
Pakaign dismbil secars pekss tanpa adasya pembayaran. Dalam hal ini
timbul hak retensi dari pemilik binatu. Perentuan dilakukan oleh Hakim.

= Feriedaan dengan miliewr: dalam milew, tidak ada maksud dan tujuan
tertentu uniuk menggunakan stelsel hukum yang berlaku. Miley bersifat
tetap, Sedangkan ketika masuk ke dalam suasana hukwm pihak lain, ada
maksud dan fujuan uniuk menggunakan sielsel hukum yang berlaku, sera
bersilat sementara.

Ketika seorang bumiputera sudah menyerahkan bajunya ke orang Tionghoa,
maka sebenarnya itu udah jadi kesepakatan bahwa bumiputera itu telah
tunduk ke suasana hukum Tionghoa (yang punya laundry). Dengan demikian,
segala aktivitas terkait baju saya, hukum yang digunakan adalah hukum
suasana orang Tionghoa itu.

- Perbedaan dengan milieu: milieu lebih tetap, kalau ini lebih kasuistis
aja (terdapat maksud dan tujuan tertentu yang digambarkan melalui
tindakan khusus si pribumi yang nyerahin bajunya ke si orang
Tionghoa) — ini bersifat sementara karena hanya berlaku sampai
prestasi kedua belah pihak selesai (hanya sampai cuciannya selesai
dan diambil, setelah itu orang Pribumi ini ya akan kembali tunduk
pada suasana hukum Pribumi seperti biasa).

Tiga Titik Pertalian dalam Hukum Antar Tata Hukum Ekstern

;llig"i"f&LlAN (TPP, TPS, dan TPL)
HUKUM
ANTAR TATA TPP HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN
HUKUM TPP inilah yang menunjukkan unsur asing sebagai pembeda dengan persoalan
EKSTERN perdata biasa (untuk menunjukkan ini kasus HPI atau Perdata biasa).

1. Kewarganegaraan (Nasionalitas)
Noted: TPP Berkaitan dengan status personal. Ditentukan oleh hukum dari negara di
dapat lebih mana seseorang itu berkewarganegaraan. Apabila terdapat perbedaan
sl e kewarganegaraan: (a) Menciptakan hubungan HPI, (b) Menunjukkan
Untuk sebuah adanya pertautan stelsel hukum dari negara-negara tempat para pihak

DT [ menjadi warga negara.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.

Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

yang

lebih kompleks Kasus:

(ini nanti yang Kalau WNI di Singapura nonton konser, hukum yang berlaku?
dibedah lebih Terhadap diri sendiri sebagai subjek hukum (status personal), tetap
spesifik di berlaku hukum Indonesia — sifatnya ekstrateritorial. ~Selain itu,
TPS). perkawinan pria WNI dengan WNA Jerman.

Contoh: perkawinan beda kewarganegaraan. WNI nikah WNA
Belanda di Belanda — harus dipenuhi syarat material (lihat Pasal 16
AB) dan syarat formal (Pasal 18 AB) — karena dilaksanakan di
Belanda, berarti harus memperhatikan hukum negara Belanda terkait
penyelenggaraan perkawinannya, misal harus dicatatkan di Kantor
Pencatatan di Belanda.

2. Domisili (Prinsip Teritorial)

Masih berkaitan dengan status personal, di negara mana orang itu
berdomisili (secara de jure tercatat di mana, beda dengan residence. Di
KTP bisa aja domisili di Bandung tapi residence di Depok karena lagi
kuliah). Domisili baru lahir apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu,
seperti pusat kehidupan seseorang (contoh unik adalah domisili di
Inggris, ada 3 domisili, yakni Domicile of origin, of choice, and of law).

3. Tempat Kediaman
Secara de facto dia lagi ada dimana — biasanya dijadikan alternatif
apabila domisili seseorang tidak diketahui.

4. Bendera Kapal atau Pesawat Udara

Diibaratkan sebagai “kewarganegaraan” seseorang. Hubungan HPI
muncul misal ketika ada pesawat udara berbendera Indonesia yang
mengangkut penumpang yang berkewarganegaraan Singapura (UU
No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

* Prinsip: pesawat udara harus didaftarkan berdasarkan hukum
negara tertentu
5. Tempat Kedudukan
(Untuk menunjukkan domisili bagi badan hukum)
=%ama halnya dengan kewarganegaraan, domisili  atau  tempat
kediaman wntuk menantukan status parsonal sesearang,

= Statws personal badan hukum ditentukan dan diatur menurut hukum
dari negara tempat badan hukum berkedudukan (akan dibahas lebih
mendalam pada materl pekan depan mengenal “status personal
badan hulkum]

= Conboh: Suatu badan hukum yang didirikan di Belanda melakukan
kisgiatan bisnis di Singapura,

6. Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern

@ Fikhan hukum jchokoe of dwl] dikenal dalsm bidang R prikacan

+ Conoh Dua oreg WK menyegasali kostrak jual Bk mobil Dalas kordrk, gara pisak o pakat
maamilllh hulues Madawysia setagal hukum yang akan diter skasbae apabia timibu| sengheta

* Unsr Asng yeeg menisbullan persoalan WP pifhan hukiem ke angh heom Malyea dalim
bantrak.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.




Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

Mirip contoh Jawa Barat vs Jawa Timur yang tunduk pada hukum
Eropa — masuk ke dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern bagian
TPP Pilihan Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern bagian
TPP Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern (perbedaannya hanya
di cakupannya).

TITIK PERTALIAN SEKUNDER (TPS)
1. Tempat Letak Benda: Pasal 17 AB
2. Tempat Dilangsungkannya Perbuatan Hukum (Tempat Perjanjian

Dibuat)
3. Tempat Dilaksanakannya Suatu Perjanjian

TITIK PERTALIAN LEBIH LANJUT (TPL)

1. TPL Kumulatif, misalkan perceraian internasional
2. TPL Alternatif
3. TPL Pengganti
4. TPL Tambahn

Kalau kita tidak tahu kewarganegaraannya, kita bisa lihat dari domisili
(atau bahkan residence) — faktor domisili menggantikan faktor
kewarganegaraan yang sebenarnya (kalau ada) lebih tinggi.

5. TPL Tambahan
Kayak perjanjian accesoir yang selalu mengikuti perjanjian
pokoknya.

- Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum (PMH) Bisa
didasarkan terhadap 2: (a) di mana PMH dilakukan dan (b) di mana
dampak PMH-nya terjadi.

- Maksud para pihak
Hanya berlaku di bidang komersial, tidak berlaku di hukum bidang
kekeluargaan (karena kalau kekeluargaan akan berbicara mengenai
kaidah status personal).

- Tempat diajukannya proses perkara
Ketika kita sudah menganalisis TPS dan belum menemukan hukum
mana yang berlaku, maka kita bisa menggunakan Titik Pertalian
Lebih Lanjut.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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PERTEMUAN 3 - PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

GENERAL  Terminologi: Nederlands-Indie, Dutch East Indies, Hindia Belanda, Hindia
HISTORY & | Timur

ANEKA — Terdapat kesatuan teritori politik bahwa kita sama-sama dijajah.

GOLONGAN o Douwes Dekker atau Multatuli (penulis Max Havelaar)

RAKYAT Merupakan orang yang pertama kali ingin adanya politik etis Belanda yang

SEBELUM diterapkan di Indonesia.

g[f;}DEKA —Sikap etis yang harus diberikan Belanda kepada negara jajahannya
(irigasi, emigrasi, dan edukasi)

SETELAH

MERDEKA

e  G.J. Resink penulis buku “Bukan 350 Tahun Dijajah”

— Menyatakan bahwasannya Belanda memang sudah ada 350 tahun atau
bahkan lebih, tapi apakah langsung menjajah? Apakah menjajahnya
langsung keseluruhan Nusantara?

(tahun dimana Belanda baru mulai menjajah bagian-bagian
ini)

e Warisan Hindia Belanda:

— Kesatuan teritorial politik hukum muncul menjadi Indonesia (Papua sebagai
bagian dari Indonesia dan bukan menjadi negara sendiri).
— Mentalitas Inlander; inferiority complex (rendah diri).

— Pluralisme dalam segala aspek.

Note: Cita-Cita Proklamasi: Alinea keempat Pembukaan UUD 45

(Gambar Indonesia compared to negara-negara Benua Eropa)

1. Indonesia sebagai Tanah-Air (ada tanda sambungnya), bukan Tanah
Air — bukan hanya sebatas pulaunya saja (tanah dan air bahkan
hampir sama luasnya schingga menimbulkan konsep baru, yakni
Archipelago State yang diusung oleh Ir Djuanda).

2. Belanda awalnya memang datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi
ketika melihat bahwa Indonesia sangat menguntungkan, mereka
mendirikan VOC sebagai Perusahaan dagang, tetapi dengan sifat yang
memaksa (VOC sebagai PT dan surat berharga dalam bentuk saham
pertama di Indonesia — VOC punya surat kuasa perdagangan dari
Wilhelmina).

3. Belanda (sebagai pemerintahannya) itu baru masuk langsung ke
Indonesia pada 1800 (sebelum Indonesia itu dijajahnya sama VOC).

4. 1854: adanya “kluster” dan pluralisme hukum

— Tionghoa dalam perdagangan tunduk pada BW, tapi kalau terhadap
hukum keluarga dll masuk ke dalam hukum adat.

5. 1870: ada tanah-tanah yang dijadikan hak milik oleh orang-orang
Belanda (misal daerah Dago dan Braga di Bandung, Jatinegara di
Jakarta, tempat old money-nyalah), kemudian ada bagian tanah adat,
ada juga larangan pengasingan tanah.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
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6. 1893: mengatur perkawinan yang sistem hukumnya berbeda, termasuk
perkawinan beda agama

7. 1906: pembaruan peraturan penggolongan (Jepang dalam hal ini
menolak keras untuk dipersamakan dengan golongan Tionghoa)

8. 1920: Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, dan Golongan Timur
Asing.

— Golongan dan Hukum yang Berlaku Awalnya:

e Golongan Eropa: Hukum Eropa

e Golongan Bumiputera: Hukum Adat

e Golongan Timur Asing: Hukum Adat/ Hukum Eropa

Tapi kemudian adanya perubahan urutan hierarki karena adanya politik
yang dilakukan Belanda, di mana Timur Asing ditempatkan sebagai
perantara, sehingga dalam piramida menjadi (1) Gol Eropa, (2) Gol
Timur Asing, dan (3) Gol Bumiputera, sebagaimana yang kita kenal.

9. 1944: Pemerintahan Balatentara Jepang menggolongkan orang Arab di
Jawa ke dalam golongan bangsa Indonesia — ini alasan kenapa
sekarang keturunan Arab (Anies) lebih diterima di Indonesia
dibanding keturunan Tionghoa (Ahok).

10. 1966: Instruksi Presidium Kabinet Ampera 12 Desember 1966 yang
menyatakan menghilangkan penggolongan rakyat.

Side Note: Terdapat yurisprudensi menyatakan sahnya pengadopsian anak
apabila si anak telah dibesarkan, disekolahkan, disunatkan (kalau Kristen gak
usah gapapa), dan dikawinkan oleh bapak ibu angkatnya.
* PP No 54 Tahun 2007:
Kalau adatnya masih ada, maka pengangkatan anak dapat dilakukan
berdasarkan hukum adat saja — jika merasa perlu, maka bisa dilakukan
penetapan melalui hukum nasional (tapi yang berlaku berarti jadinya
tetep hukum adat, karena hukum nasional ini hanya menguatkan).
Tapi memang berdasarkan hukum Batak, harusnya juga (dengan atau
tidak diadopsinya RP) RP yang dapat karena RP ini laki-laki pertama PP
(saudara Ibu Panggabean).
11. 1995: PT udah bisa dibentuk oleh siapa aja, padahal sebelumnya hanya
bisa didirikan oleh Golongan Eropa dan Timur Asing.
12. 2006: Boleh pernikahan beda agama dicatatkan setelah mendapatkan
penetapan pengadilan — tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi
oleh pengadilan.

Catatan:

* Kawula Negara (saat masih adanya penggolongan penduduk) tidak
sama dengan Warga Negara (slide 16): Kawula itu penduduk, bukan
warganegara.

» Bumiputera bisa dianggap tunduk ke dalam hukum Eropa apabila:

1. Secara pendidikan dia dianggap sudah mirip dengan hukum Eropa.

2. Indonesia Kristen (Jepang, Thailand juga masuk ke Golongan Eropa).

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
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PERTEMUAN 4 - STATUS PERSONAL PRIBADI KODRATI DAN BADAN HUKUM

o Kelompok kaidah yang menentukan status, hak, dan kewenangan
seseorang, dan kaedah ini mengikuti seseorang kemanapun ia pergi

PERSONAL (Lingkungan kuasa berlaku bersifat universal dan ekstrateritorial).

e Kedudukan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum dari negara
dimana dia memiliki keterikatan (Ini yang menentukan prinsip yang

STATUS

Status dan digunakan itu teritorialitas atau personalitasnya).
Kewenangan — Keterikatan paling banyaknya dimana.

o Meliputi hak dan kewajiban yang tidak dapat berubah atas kemauannya
sendiri (Makanya Buku I KUHPerdata tertutup).

Ada istilah e Ruang Lingkup Status Personal':
Anak Alam -
1. Perkawinan
dan Anak
Zina. 2. Kedewasaan: Batas usia menikah
3. Hubungan orang tua dan anak sah
Father Food 4. Penentuan hak asuh ayah
Recht (Perwalian setelah perkawinan dilangsungkan)
5. Harta benda perkawinan
6. Perceraian
Harta bawaan
tidak 7. Gugatan untuk melakukan perbuatan hukum
bergabung. 8. Alimentasi:

Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga: tunjangan yang
diberikan dari pasangan ke pasangan (tunjangan suami ke istri dan
tunjangan istri kepada suami)
o Meliputi Hak dan Kewajiban yang tidak dapat berubah atas kemauannya
sendiri.
e Warisan tidak termasuk ke dalam status personal:
Karena warisan dilihat sebagai suatu cara peralihan hak (bukan untuk
menentukan status personal).

Menentukan Status Personal
1. Pribadi Kodrati
- Prinsip Kewarganegaraan/Nasionalitas

Didasarkan pada hukum nasional seseorang, dititikberatkan pada
segi personalitasnya (kemanapun dia pergi gak masalah, yang
saya ingat adalah orangnya).

— Eropa Kontinental dan bekas jajahannya.
- Prinsip Domisili (tempat kediaman/residence)

Berdasarkan hukum yang berlaku di domisilinya, titik berat pada
segi teritorial (batas suatu hukum berlangsung itu sesuai dengan
batas wilayahnya) — negara-negara Anglo Saxon Residence: ada
syarat-syaratnya (misalkan jangka menetapnya harus lama dll
sehingga tidak bisa semudah itu untuk menyatakan “pindah
domisili”)

'GGS dalam Buku Ke - 7.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
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e Pertentangan di antara keduanya memunculkan prinsip habitual
residence (bukan tentang domisili walaupun secara translasi mirip
dengan domisili).

- Habitual Residence: tempat tinggal sehari-hari, banyak berlaku
dalam kasus (penculikan/abduction) anak (the best interest of the
child, anaknya sehari-hari tinggal di mana dan sudah nyamannya
di mana).

> Contoh Kasus:

1. Perkawinan WNI dan WNA yang kemudian tinggal di Amerika,
kemudian cerai (terus bapaknya nikah lagi). Buat perjanjian di depan
notaris kalau anaknya bakal 7 hari ke ayahnya, 7 hari ke ibunya. Terus di
satu titik, Ibunya bawa anaknya ke Indonesia. Bapaknya nanya ini bisa
dibawa lagi gak sama dia ke AS. MA menyatakan perjanjian yang
dibentuk di AS itu tidak bisa diterapkan lagi (karena gak mungkin kan 7
hari AS - 7 hari Indo) — Terus terhadap si anak, dia di bawah kuasanya
siapa? (bapaknya berlaku hukum AS karena sudah lama pindah dan
punya green card, ibunya kembali ke Indonesia sehingga kembali
tunduk kepada hukum Indonesia) Diterapkan Habitual residence — The
best interest of the child, dia udah domisili di Indonesia, sudah nyaman
di Indonesia juga (bisa beradaptasi dengan lingkungan di sananya, baik
dari bahasa, dll). Kemudian faktor masa depan anak lebih baik di mana,
juga turut dipertimbangkan

*Side note: Kemudian diketahui kedua pasangan ini Muslim sehingga berlaku
KHI (yang menyatakan bahwa anak di bawah umur akan ikut ibunya).

2. Kasus Adopsi Anak Pulau Galang (Riau):

Pengungsi anak dari Vietnam ke Riau (UNCHR atau Komisioner Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi sampai turun): Anak
Vietnam, di Riau, orang tua angkatnya orang Kanada (relawan
UNCHR). Hakimnya merasa berwenang karena ini terjadi di Riau,
tetapi dia bingung mau nentuin pakai hukum apa.

a. Hukum Indonesia tidak punya pengaturan terhadap orang tua angkat
asing dan anak asing.

b. Hukum Vietnam lagi gak jelas karena kedaulatan pemerintahnya saja

pada saat itu masih problematic.

Hukum Kanada: apa iya yang benar?

d. Putusan: Harusnya berdasarkan inter adoption convention digunakan
hukum si anak (hukum Vietnam), tetapi hakimnya menggunakan prinsip
habitual residence dengan konsep best interest si anak. Karena anak ini
nantinya akan dibawa dan dibesarkan di Kanada, maka hukum adopsi
yang pada akhirnya digunakan adalah hukum Kanada.

o

Secara apriorit tidak ada yang lebih baik, tetapi tergantung pada kebutuhan
masing-masing negara.

* Misalnya kalau AS condong ke prinsip domisili (karena negara AS

merupakan negara yang banyak didatangi oleh kaum imigran).

Kalau di Jerman dan Itali sebagai negara asal kaum imigran

justru condong pada prinsip nasionalitas karena ingin warga

negara mereka yang merantau ke luar negeri tetap terikat pada

hukum nasionalnya. Rusia pakai domisili bagi yang sedang

tinggal di daerahnya sedangkan untuk warga negaranya yang
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merantau ke luar negeri digunakan prinsip nasionalitas
(dilebarkan prinsipnya berdasarkan kepentingan negaranya).
e Alasan Pro Prinsip Nasionalitas
1. Paling cocok untuk perasaan hukum seseorang (orang akan kembali
pulang ke tempat yang paling nyaman walaupun sudah pergi jauh —
“jalan yang jauh, jangan lupa pulang”). Makanya kalau orang Indonesia
udah lama di Hongkong, kalau lebaran banyak yang tetap kembali ke
Indonesia.
2. Lebih permanen dari prinsip domisili.
3. Lebih banyak membawa kepastian hukum.

o Contoh Kasus:

Kasus hak waris anak WNA (Adolf dan Hitler): Pakai hukum Indonesia
karena menyesuaikan hukum si pewaris. Si pewarisnya ini kan WNI,
jadi pewarisan harus dilakukan berdasarkan hukum Indonesia (bukan
karena tanahnya ada di Indonesia — mengikuti status personal pewaris).
Kemudian anaknya (WNA) bisa mewaris karena keturunan langsung si
pewaris. Pewarisan itu jatuh Kkarena darah, bukan
kewarganegaraan (tidak melihat status personal) — tapi dalam
kasus ini, tanahnya adalah tanah pusaka sehingga tidak dapat dibagikan
ke si Hitler, tapi Hitler tetap dapat 1/3 dari nilai tanah itu.

e Alasan Pro Prinsip Domisili
Hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan hidup.
2. Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan bantuan prinsip domisili

—_

Misalnya:

Kasus orang Rohingya, dia stateless (sehingga tidak bisa pakai prinsip

nasionalitas). Tapi walaupun dia tidak punya kewarganegaraan, dia

tetap subjek hukum (dia tetap punya status personal) — ketika tidak ada
kewarganegaraan, maka yang menentukan status personalnya adalah
tempat domisilinya

Prinsip domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim.

Kepastian untuk lingkungan sekitar tempat domisili.

5. Kepastian untuk lingkungan sekitar bahwa “kita berlaku hukum yang
sama loh”

6. Cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum. Walaupun
sama-sama Indonesia, hukum domisili di Jawa sama Sulawesi belum
tentu sama.

7. Prinsip domisili menolong ketika prinsip nasionalitas tidak dapat
dilaksanakan.

Misalnya:

Seorang anak bipatride tinggal di Indonesia (Perancis dan
Indonesia), ketika dia udah 18 tahun punya waktu 3 tahun
untuk menentukan mau warga negara mana. Nah selama 3
tahun itu, dia tunduk pada hukum mana? Hukum Indonesia
karena domisili dia di Indonesia — begitupun dengan contoh
kasus yang apatride.

e

8. Demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran.
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INDONESIA MENGANUT APA??

e Tidak ada prinsip apriori yang lebih baik untuk diberlakukan harus
selalu dengan memperhatikan hubungan antara keadaan negara yang
bersangkutan dengan sistem hukumnya. Sehingga, perlu memperhatikan
politik hukum

1. Jalan keluar: Kombinasi
Kompromi dengan menggabungkan antara prinsip nasionalitas dan
prinsip domisili.

e Di Indonesia sebenarnya pakai prinsip kewarganegaraan Pasal 16 AB
(prinsip nasionalitas bagi warga negaranya yang berada di luar),
Sehingga dapat juga diberlakukan secara Analogi (bukan yang
ditentukan oleh Pasal tersebut) bagi warga negara asing yang berada
di Indonesia.

e WNI: Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006
— Hanya menunjuk siapa yang menjadi WNI, tidak ada omongin status
personal (kembali ke Pasal 16 AB).

e Usulan Prof Gautama: Bagi warga negara Indonesia, prinsip
nasionalitas tetap dipertahankan. Bagi orang asing yang menetap selama
2 tahun (berdasarkan UU Pajak) di wilayah Indonesia berlaku prinsip
nasionalitas, apabila setelah itu masih menetap maka akan diberlakukan
prinsip domisili.
— Kemudian jangka waktunya dinaikkan menjadi 5 tahun mengikuti UU
Keimigrasian.

(ICSID menggunakan prinsip kewarganegaraan untuk menentukan pihak mana
yang berhak untuk mengajukan perkara di hadapan ICSID) — tapi ternyata
tidak segampang itu (Kasus Hussein Nuaman Soufraki vs United Arab Emirates
(ICSID Case No ARB/02/07).

Kalau terhadap kewarganegaraan Liga Olahraga itu beda lagi (khusus) R.

2. Badan Hukum

e Prinsip Inkorporasi
Di mana dia didirikan.

e Prinsip Statutaire
Di mana dia berkedudukan hukum (bukan sekadar didirikan di mana,
tetapi di mana dia terdaftar).

e Prinsip Manajemen Efektif
Status personal mengikuti di mana manajemen efektif itu berpusat.
Misal sekarang kan banyak PT yang dikendalikan dari luar karena
kedudukan komisaris dan direksi (Kasus Shell vs LSM Lingkungan
Kerajaan Belanda — mereka menuju Shell di  Belanda karena
manajemen efektif Shell itu di Belanda, walaupun dia punya banyak
cabang lain).
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o Teori of (Foreign) Control
Hukum tempat si pengontrol berada (berangkat dari banyaknya aset
perang hasil War World, dulu karena banyak dikuasai Jerman, jadi masih
tunduk ke Jerman dan masuk ke dalam barang rampasan)
— kadang kadang lihat pemegang saham mayoritas / kewarganegaraan

direksi/komisaris.
RUU HPI Versi 1997
(Rancangan ¢ Pasal 24: Hubungan hukum perspnal antara suami istri ditentukan

berdasarkan hukum personal suami.

Undang « Ratifikasi CEDAW oleh Indonesia pada 1984 sehingga pasal a quo HPI
Hukum diubah menjadi berdasarkan domisili pertama dari pasutri tersebut.
Perdata
Internasional
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PERTEMUAN 5 - PENUNJUKAN KEMBALI ATAU RENVOI

e Status Personal

REVIEW, — Melihat Subjek Hukumnya dimana, bukan dimana peristiwa
BRIDGING hukumnya berlaku.

e Prinsip Indonesia: Nasionalitas, Prinsip Inggris: Domisili.

Contoh Kasus:
A (WNI) nikah sama B (Inggris) yang sedang domisili di Indonesia,
gimana? Indonesia bilang terhadap B berlaku hukum Inggris, tapi
Inggris bilang terhadap B berlaku hukum Indonesia, ujung-ujungnya
saling tunjuk-tunjukan.
— Di sinilah Renvoi terjadi.

DEFINISI, Renvoi, merupakan penunjukan kembali apabila terdapat dua negara yang
KONSEP menganut 2 prinsip yang berbeda terhadap status personal (antara
AWAL Nasionalitas Vs Domisili).

o Terminologi: Penunjukkan kembali, Penunjukan lebih jauh (ada 2x
penunjukan kembali antar 2 negara, atau bahkan di contoh kasus tadi,
misal inggris malah nunjuk hukum Belanda/hukum pihak ketiga).

e Latar belakang Munculnya Renvoi.
— Karena adanya keanekaragaman teori status personal yang dianut oleh
negara-negara di dunia.
Misalnya:
Seorang WN Inggris berdomisili di Surabaya hingga meninggal
dunia. Ia meninggalkan warisan sejumlah harta bergerak di Surabaya
tanpa surat wasiat. Bagaimana menentukan hukum yang berlaku
terhadap warisan? Gimana cara menentukannya (secara langkah):
> Apakah ada Hukum Antara Tata Hukum di sini? Ada.
(TPP adalah kewarganegaraan dan domisili).

> Hukum mana yang berlaku? (TPS)

Bisa berdasarkan tempat bendanya (Pasal 17 AB), bisa
berdasarkan domisili (pilihannya), di mana dia milih
Surabaya.

Dalam hal ini, warisan itu mengikuti hukum pewarisnya,
yakni Hukum Inggris. Akan tetapi, Inggris menganut prinsip
domisili, sehingga dikembalikan ke hukum Indonesia. Pun
lebih lanjut, terhadap titik pertaliannya, dia lebih banyak ke
Indonesia.

Noted: By the way ini pake TPL KUMULATIF

e Tujuan Renvoi:
1. Menentukan Status Personal (Hukum yang berlaku).

2. Menentukan definisi/apa yang diinginkan Hukum Asing. Oleh
karena itu, menjadi penting untuk menentukan apa yang
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dimaksud dengan hukum asing.

RENVOI DAN e Renvoi dianggap sebagai dianggap sebagai kualifikasi dari suatu
KUALIFIKASI hukum asing.
e Dalam hal menentukan definisi “Hukum Asing” yang ditunjuk
berdasar renvoi?

Apakah hukum asing itu termasuk kaidah hukum intern dan kaidah
HPI? Atau Apakah hukum asing itu hanya mengenai kaidah hukum
intern saja?

Hukum Nasional = Hukum Intern + Kaidah HPI

Oleh karenanya, HPI tuh agak kurang tepat disebut hukum
perdata internasional karena sebenarnya dia tetap merupakan
hukum nasional, tetapi dia berkaitan dengan unsur asing.
e Kaidah hukum terbagi menjadi 2, yakni:
1. Kollisionsnormen: kaidah HPI dari suatu negara.
2. Sachnormen: kaidah hukum intern dari suatu negara (tidak
termasuk kaidah HPI).
Hukum Nasional: Kollisionsnormen + Sachnormen

PENUNJUKKAN Terbagi menjadi 2:
DALAM

RENVOI * Sachnormverweisung:

Penunjukkan pada hukum asing hanya sachnormen (kaidah hukum

intern) saja yang akan berlaku.

— Implikasinya adalah kaidah hukum intern lah yang akan berlaku.
Penunjukkan kedua itu pasti sachnormverweisung — Hukum
Indonesia berlaku karena ditunjuk oleh Hukum Inggris (harusnya
pakai Inggris, cuman Inggris kebetulan nerapin prinsip domisili),
bukan karena langsung memang pakai Indonesia.

* Gesamtverweisung:
Penunjukan pada keseluruhan hukum asing yang ditunjuk.
— Implikasinya yang berlaku adalah hukum nasional (Hukum Intern +

Kaidah HPI). Penunjukan pertama itu pasti gesamtverweisung
terlebih dahulu.

Notes: Perbedaan Hukum Intern dan Kaidah HP1

Kalau Hukum Intern saja (tentang perkawinan): masuknya UU No
1/74 (sebagian), BW, hukum adat, hukum agama. Sedangkan kalau
kaidah HPI misalkan Pasal 57 tentang perkawinan campuran di UU
No 1/74.

Terhadap syarat materiil perkawinan itu tetap berlaku hukum Intern
masing-masing negara (A tunduk pada hukum Indonesia, B tunduk
pada hukum Inggris walaupun Inggris menganut prinsip domisili) —
sedari tadi itu yang dipertanyakan adalah hukum mana yang harus
digunakan dalam SYARAT FORMIL perkawinannya saja.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.




Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

kap Negara yang Menunjuk:

1. Negara yang menerima renvoi (dalam arti gesamtverweisung) Hukum
asing tersebut akan menunjuk kembali kepada hukum dari negara
yang menunjuk, negara tersebut bersedia menerima penunjukan.

2. Negara yang menolak renvoi (dalam arti sachnormverweisung)
Hanya meliputi kaidah-kaidah internnya saja.

acam-Macam Penunjukan Kemba
. Single Renvoi: Kasus Forgo Cour de Cassation (1878)

—_

e Hukum Perancis: prinsip kewarganegaraan — menunjuk hukum
Bavaria.
e Bavaria: prinsip domisili — menunjuk kembali hukum Perancis.

KAIDAH HPINYA BAVARIA yang menunjuk kembali

HUKUM INTERNNYA PERANCIS.

Hukum Perancis berlaku karena Perancis menerima penunjukkan kembali.
Tetapi apabila Perancis menolak, maka yang berlaku otomatis adalah kaidah
intern Bavaria (hukum asingnya, di sini hukum asingnya adalah Bavaria
karena pertama-tama flownya itu dari Perancis).

1. Sikap negara (menolak atau tidaknya) itu bukan case per case, tetapi
setiap negara itu punya stance nya masing-masing (yang ini memang
wajib diketahui satu-satu).

2. Penunjukkan Lebih Jauh. Ketika negara 2 yang ditunjuk menunjuk

kembali negara yang ke-3.
Karena kalau perceraian, implikasinya akan ada hak alimentasi,
sedangkan kalau pembatalan perkawinan berarti tidak pernah ada
perkawinan yang dicatat (ga ada hak alimentasi yang perlu
dilakukan). Maka yang dikabulkan adalah perceraian, bukan
pembatalan perkawinan.

3. Double Renvoi
Penunjukan yang khas di Inggris. Pendirian bahwa hakim Inggris
dalam mengadili suatu peristiwa HPI akan bersikap seolah-seolah
sang hakim duduk di kursi hakim negara asing yang bersangkutan
(consider  himself sitting in the foreign country). Pertimbangan:
apakah negara asing yang bersangkutan menerima/menolak renvoi.

Terdapat 2 kemungkinan:
> Apabila Inggris berhadapan dengan negara yang menerima: Kasus
In Re Annesley-Davidson vs Annesley tahun 1926)

1. Menurut intern Perancis: terdapat 2/3 bagian legitime portie untuk
anak pewaris (tidak dikenal di Inggris).

2. Kesimpulan kasus: surat wasiatnya tidak berlaku karena hukum
yang digunakan adalah hukum intern Perancis.

> Apabila Inggris berhadapan dengan negara yang menolak: kasus
Ross vs Waterfield 1930
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1. Hakim memutuskan bahwa perkara ini harus diselesaikan
sebagaimana peradilan Italia akan memutuskannya.

2. Menurut HPI Italia: masalah warisan (ada wasiat maupun tidak),
berlaku hukum nasional si pewaris. Lebih lanjut, Italia tidak menerima
renvoi.

3. Oleh karenanya, yang dipakai adalah hukum infern Inggris.

Pro dan Kontra Teori Renvoi
* Pro

Memberi keuntungan praktis

Jangan lebih raja dari sang raja sendiri
Memberpebesar peluang eksekusi

Harmoni Keputusan-keputusan seluruh dunia
Sesuai dengan rasa keadilan para pihak

Dk W~

* Kontra
Tidak logis
Penyerahan kedaulatan legislatif

Membawa ketidakpastian hukum
Membawa kesukaran

bl S

e Indonesia sudah sejak lama menerima penunjukan kembali (berbeda
dengan Belanda yang menolaknya).
Ditemukan dalam praktik administrative sejak zaman Hindia Belanda:
1. Pasal 16 AB diterapkan pada orang asing di Hindia Belanda yang
negaranya menganut prinsip domisili.
2. Putusan Jaksa Agung terhadap perkawinan yang berbeda
kewarganegaraan.
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PERTEMUAN 7 - KETERTIBAN UMUM DAN PENYELUNDUPAN HUKUM

REVIEW Renvoi, hanya apabila terdapat perbedaan terkait prinsip nasionalitas dan
KUALIFIKASI domisili.

Kasus Anton Vs Bartolo:

® Penggunaan Kualifikasi lex causae terjadi karena Perancis
menganut lex causae.

e Penentuan ini gak bergantung pada fakta-faktanya (tidak
berubah), tetapi bergantung pada sistem yang dianut oleh negara
tempat pengadilan tersebut dilaksanakan.

— Hakimnya menggunakan Hukum Malta

e Penentuan ini juga bukan bergantung pada objeknya, misalkan
hukum waris itu menganut prinsip apa, hukum keluarga itu
menganut prinsip apa, jadi dilihat yang pertamanya itu dari sudut
pandang negaranya.

GENERAL ® Pengesampingan Hukum Asing karena akan bertentangan dengan

OVERVIEW ketertiban umum nasional.

KETERTIBAN Persetujuan orang tua terhadap anak bekerja dapat dibenarkan?

UMUM o Kematian Perdata/Burgerlijk dood (Pasal 3 KUH Perdata)
“Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian
perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”

Ketika  seseorang  tidak  dapat  melakukan  hak-hak  dan

kewajiban-kewajibannya sebagaimana mestinya, misalkan terkait hak

wali.

e Ketertiban umum: Sangat dinamis sehingga tidak ada definisi
rigid apa batasan dan definisi ketertiban umum — bergantung
pada perasaan Masyarakat hukum nasional yang bersangkutan
(bagaimana milleu di sekitar Masyarakat tersebut).

e Dalam hal ini, keberlakuan hukum asing dibatatkan
dikesampingkan — lembaga ketertiban umum

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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KETERTIBAN « Terminologi lain: public policy

UMUM DALAM

HPI Pasal 23 AB: “Undang-Undang yang ada sangkut-pautnya dengan

ketertiban umum atau tata Susila yang baik, tidak dapat
dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau
persetujuan.”

Pasal 1337 KUHPer
(ketertiban umum sebagai pasangan dari kesusilaan).

Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

— Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan.

* Di Hukum Perdata Nasional: Tidak didefinisikan, sedangkan
dalam HPI dia mencakup tata Susila yang baik, tetapi tidak
mencakup ketentuan hukum yang memaksa.

Wirjono Prodjodikoro, “Sukar sekali untuk mengadakan suatu ukuran
bagi pengertian ketertiban umum, kemudian dipersulit karena ini
mengandung anasir-anasir perasaan” — di setiap negara berbeda.

* Note: Ketertiban Umum bukanlah Kepentingan Umum -
Kepentingan umum: ada kebutuhan praktis di Masyarakat (ada
kebutuhan kelompok/golongan).

Contohnya: Penggusuran tanah untuk kepentingan public.

Karena hanya bertentangan kepentingannya dengan tanah daerah

yang ingin digusur, wilayah tanah lainnya tidak berdampak

(skala dampaknya tidak segeneral ketertiban umum).

o Kepentingan umum bukanlah dasar pengesampingan keberlakuan
hukum asing. Sedangkan, Ketertiban Umum itu merupakan
kebutuhan normatif dan ideal — Skalanya sudah besar, misalkan
kepentingan nasional.

Kegel menyatakan ada bagian yang pantang diusik (unfouchable
part) dari tata hukum nasional, yakni ketertiban umum —
Untuk mencegah tata hukum nasional dari keterusikkan, hakim
menggunakan hukum nasional sebagai ganti dari hukum asing.

Sudargo Gautama: Kaidah hukum asing yang sebenarnya harus
diperlakukan menurut ketentuan-ketentuan HPI Indonesia, tidak
akan  dipergunakan apabila menyalahi ketertiban umum di
Indonesia.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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1. Konsep Perancis - Italia
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tetapi, alasan perlakuan itu adalah untuk ketertiban umum

;?E?E:;:g AN a. Membenarkan penggunaan hukum nasional dalam (perihal ekonomi nasional).
UMUM DUNIA persoalan persoalan HPI. 4. Konsep Negara Sosialis
b. Semua kaidah hukum Perancis bersifat ordre public. Ketertiban umum dapat mengesampingkan.
— Tidak ada pengecualian dalam penerapannya.
INDONESIA: c.  Semua hukum Perancis dianggap sebagai ketertiban PENYELUNDUP Definisi: sugt‘u tindakan mengelak. ('1ar1 keberlakual} hukum nasional
umum. dengan memilih atau menundukkan diri pada hukum asing.
Condong ke konsep . . . . AN HUKUM
Jerman — Sehingga penerapan HPI di Perancis sangat kecil
kemungkinannya. e Merupakan dasar untuk mengesampingkan keberlakuan hukum
Hukum asing dapat d. Konsep Perancis-Italia asing, dan memberlakukan hukum nasional (hanya saja kalau di
berlaku di Konsep ordre public perancis diterima di Italia. ketertiban umum, pengesampingannya secara positif, yakni untuk
Indonesia, tetapi — ketertiban umum berlaku. kepentingan negara/yang lebih besar. Sedangkan kalau

tidak absolut —
sebagai rem darurat
— as a shield, not
as a sword (gak
semua hukum
Indonesia  adalah
ketertiban  umum,
tapi kalau udah
melanggar
ketertiban  umum,
hukum asing akan
dikesampingkan) —
perbedaannya
intinya adalah
dikonsep  Jerman,
ketertiban umum itu
harus  dibuktikan
terlebih dahulu.

2. Konsep Jerman
Konsep ketertiban umum di Jerman lingkupnya lebih sempit
dibanding 2 konsep sebelumnya karena untuk terpenuhinya
konsep ketertiban umum, ada persyaratan (keberatan) untuk
membuktikan bahwa ada ketertiban umum itu.
— harus dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 30 EGBGB: Selama tidak bertentangan, hukum asing akan
tetap diberlakukan.

3. Konsep Anglo Saxon (public policy)

Penckanan  terhadap aspek politis  (kebijakan) dibanding
kemaslahatan umum. Pengadilan Inggris tidak akan mengakui suatu
hak, kewenangan, dll yang seharusnya berlaku menurut kaidah HPI
Inggris bilamana pelaksanaannya tidak konsisten dengan public
policy yang fundamental menurut hukum Inggris.

Yurisprudensi: Luther Vs Sagor

Pertimbangan politik lebih penting dibanding pertimbangan

penyelundupan hukum itu dilakukan secara tidak sah [negative]).

Sifat Teori Penyelundupan Hukum: Abstrak dan Negatif.
* Sebab dan Akibat Penyelundupan Hukum
Apabila tujuan motifnya sah menurut hukum nasional, maka
akibat-akibat hukum tindakan memilih atau menundukkan
hukum tersebut juga menjadi sah menurut hukum nasional
para pihak.
— INI PILIHAN HUKUM

> Misalkan kita menundukkan diri kepada hukum Inggris dalam suatu
perjanjian — ini tidak melanggar hukum (penyelundupan) sehingga
penundukan dirinya adalah sah.
e Begitu sebaliknya apabila tujuan atau motif tersebut tidak sah —
INI PENYELUNDUPAN HUKUM

> Misalnya; muslimah Indonesia mau punya 2 suami. Tapikan di
Indonesia gak boleh, tapi kemudian dia pergi ke negara X yang
memperbolehkan poliandri tersebut (gimmicknya buat jalan-jalan), terus
di sana nikah (tidak melanggar hukum asing tersebut). Saat dia balik ke
Indonesia, perkawinan keduanya adalah tidak sah.

hukum. — penundukan diri dia kepada hukum X tersebut
Perbedaan  konsep tidak sah
o idak sah.
antarnegara 1 pokok Sengketa: pencabutan hak milik yang tidak disertai dengan o . . . .
berefek pada‘ pemberian ganti kerugian oleh Uni Soviet. > KarenaA di situ tujuan dia ke negara X adalah bukar{ untuk tinggal di
keberlakuan HPI di situ, melainkan hanya untuk dapat melakukan perkawinan kedua (atau
su'atu negara, | o dapat Hakim: terkeit pengakuan Inggris terhadap negara lain, misalkan dia tinggal di negara 1tu‘selama 5 tahun agar bisa dapat
misalkan: lebih . . . .. kewarganegaraan untuk pada akhirnya melakukan penyelundupan
. merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional jika
mungkin mana hukum).

penerapan HPI di
Indonesia  vs  di

menyatakan bahwa perundang-undangan negara lain itu bertentangan
dengan prinsip dasar keadilan dan kesusilaan yang baik (ini bukanlah
kewenangan hakim Inggris, melainkan pemerintah Inggris).

Perancis? Di . . > Di situ dia bukan menundukkan diri terhadap hukum X, tetapi dengan
Ind. . 1. Act of state doctrine: bagaimana suatu negara melakukan . . L

ndonesia tindakan terkait hal-hal yang terjadi di negaranya sengaja menciptakan situasi agar dapat menggunakan hukum negara X
(pembatasannya . (ada motif tertentu agar dapat melakukan hal yang di negara asal

lebih sedikit)

2. Dalam politik negara, diperbolehkan negara melakukan
nasionalisasi (misal PT Semen Gresik Indonesia dulu punya
Belanda), dengan syarat pemerintah memberikan kompensasi
terhadap Perusahaan asing yang  bersangkutan (harus
memenuhi syarat Adequate, Prompt, Effective) .

3. Perihal pemberian kompensasi, ini bukan ketertiban umum. Akan

saya melanggar ketertiban umum).

= Sebab: Situasi dimana ada tujuan/motif tertentu yang membuat para
pihak melakukan pilihan hukum maupun penundukan diri.

= Akibat: Berlakunya hukum asing, bukan hukum nasional.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji sccara Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji sccara

akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap lakuka dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab untuk tetap lakuka dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab

atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini. atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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® Penentuan Pililhan Hukum dan Penyelundupan
Hukum? Faktor Penentu: Motivasi Para Pihak
Apakah ada pengaturan hukum nasional yang menurut para
pihak  akan menghambat tercapainya tujuan-tujuan tertentu
sesuai apa yang dikehendakinya.

TEORI - Terdapat 2, yakni subjektif dan objektif

TEORI 1. Teori Objektif
Titik berat: tidak disyaratkan bahwa perbuatan hukum bersangkutan

bertentangan dengan jiwa dan tujuan dari suatu undang-undang nasional

Maksud dan tujuan dari pelaku penyelundupan hukum tidak
penting (tidak dilihat).

2. Teori Subjektif

Titik berat: Ada atau tidaknya niat buruk dari pelaku sebelum tindakan
pelaku dikategorikan sebagai suatu penyelundupan hukum.

Maksud dan tujuan dari pelaku — penting (harus ada tipu muslihat,
intention frauduleuse, animun fraudandi)
Misal WNA ke Bali terus nikah sama WNI biar bisa
punya hak milik atas nama pasangannya (tapi sebagai
harta bersama), kemudian dia cerai.

e Contoh:
1. Perkawinan Beda Agama,
2. Perkawinan Gretna Green, dan
3. Kasus Toa Peng An.

Kasus Perkawinan Gretna Green

Desa di sebuah Skotlandia yang sering dijadikan ‘“tempat
perlindungan” bagi orang Inggris yang hendak menikah tanpa
persetujuan orang tua — persyaratannya disana hanya sepasang
kekasih cukup tinggal selama 21 hari sebelum perkawinan
dilangsungkan (untuk melahirkan pertautan dengan hukum di sana)

Inggris dan Skotlandia: negara yang sama, namun perbedaan hukum
positif (pada masa itu). Akan tetapi, sejak 1939 ada Marriage Act
Skotlandia: syarat perkawinan diperketat, schingga tidak lagi
dimungkinkan menikah secara penyelundupan hukum di desa
tersebut.

Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia:
« Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974

* KepPres No 12 Tahun 1983: Perubahan fungsi kantor catatan sipil
(dari yang awalnya mengawinkan menjadi hanya pencatatan)

Misalnya:
Sepasang WNI sudah menikah di Polandia terus balik ke Indonesia

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap lakuka dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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dan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil di
Indonesia

1. TPP: kewarganegaraan dan Jocus leci (sesuai dengan tempat
diberlakukannya tindakan tersebut).

2. Perkawinan ada 2 syarat, syarat formil dan materiil. Syarat formil
mengikuti tempat diberlakukannya perkawinan tersebut
(Polandia), tetapi syarat materiilnya mengikuti Indonesia karena
mereka WNI dan syarat materiil mengikuti  kaidah status
personal.

e Sahnya perkawinan Indonesia: Pasal 2 UU Perkawinan —
menunjuk kaidah lain untuk berlaku (yakni kaidah agama), misal
mereka Islam-Kristen (22nya menyatakan tidak boleh nikah beda
agama, schingga otomatis tidak boleh berdasarkan  hukum
Indonesia).

— penyelundupan hukum (berdasarkan UU Perkawinan, sebenarnya
berdasarkan hukum agama sebagai kaidah yang ditunjuk oleh UU
Perkawinan).
o Tetapi kalau kita lihat di Pasal 7 ayat 2 GHR, perkawinan beda
agama tidak menjadi halangan

— Tetapi masih berlaku atau tidak? Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan

bahwasannya selama udah diatur dalam UU, maka tidak lagi berlaku

GHR.
Akan tetapi, kan di sini sebenarnya UU Perkawinan itu
belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, jadi
ada yang bilang harusnya masih merujuk kepada GHR
(dan sebagian HOCI) — bukan penyelundupan hukum.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap lakuka dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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LAMPIRAN I
RANGKUMAN MATERI TITIK PERTALIAN
(JAWABAN SOAL ONLINE)
SOAL JAWABAN MATERI
Seorang WN Singapura dan | Dalam Hukum Perdata | Sebagai TPS selanjutnya adalah

WNI menandatangani kontrak
pembangunan pabrik gula di
Indonesia. Hukum yang
ditentukan  berlaku  adalah
hukum Indonesia. Dalam hal
ini, faktor yang menjadi TPS
adalah*

Lex Loci Contractus
Lex Loci Solutionis
Lex Loci Delicti

Status Personal WNI

o TP

Penjelasan opsi lain:

e Lex Loci Contractus:
hukum tempat kontrak
dibuat (tidak disebutkan
dibuat di mana)

e Lex Loci Delicti: untuk
perbuatan melawan
hukum (bukan kontrak)

e Status Personal WNI:
terkait status pribadi
(perkawinan,
kewarganegaraan, dll.),
bukan kontrak bisnis

Jawaban: Lex Loci Solutionis

Internasional, Titik Pertalian
Sekunder (TPS) adalah faktor
yang digunakan untuk
menentukan hukum mana yang
berlaku setelah para pihak
melakukan pilihan atau ketika
hakim menentukan hukum yang
relevan.

Dalam kasus:

e Pihak: WN Singapura
dan WNI

o Objek: pembangunan
pabrik gula di Indonesia

e Para pihak menentukan
bahwa hukum yang
berlaku adalah hukum
Indonesia

Karena:

® Objek pelaksanaan
kontrak berada di
Indonesia

e Kewajiban utama
(pembangunan pabrik)
dilaksanakan di
Indonesia

Maka faktor TPS yang relevan
adalah:

E3 Lex Loci Solutionis
(yaitu hukum tempat perjanjian
dilaksanakan).

tempat  dilaksanakannya  suatu
perjanjian (lex loci solutionis, lex
loci executionis). Berbeda dengan
lex loci contractus, lex loci solutionis
dan lex loci executionis menerapkan
hukum di mana sebuah perjanjian
telah dilangsungkan, dan bukan di
mana perjanjian tersebut
diperjanjikan.

Contoh, kontrak pemasangan PLTA
antara pemerintah Indonesia dan
pemerintah Perancis. Kontrak dibuat
di Paris, tetapi pelaksanaannya
dilakukan di Indonesia, yaitu di
Jatiluhur, Jawa Barat. Dalam hal
tidak dilakukan Pilihan Hukum oleh
para pihak dalam kontrak tersebut,
hukum yang berlaku untuk kontrak
itu menurut teori ini adalah hukum
Indonesia.

a. Suasana tempat tinggal
seseorang.

b. Maksud atau intensi
yang ditunjukkan
secara diam-diam.

c. Keputusan pihak
dengan status sosial
yang lebih setara.

d. Adanya klausul yang
memilih  hukum  dari
negara tertentu.

Mari lihat opsinya:

e Suasana tempat
tinggal seseorang —
bukan faktor baku
dalam HATAH Intern

e Maksud atau intensi
yang ditunjukkan
secara diam-diam —
tidak jelas dan tidak
menjadi TPS yang tegas

e Keputusan pihak
dengan status sosial
yang lebih setara —
bukan konsep dalam
HATAH

e Adanya klausul yang
memilih hukum dari
negara tertentu — ini
adalah bentuk pilihan
hukum (autonomy of
the parties), yang
merupakan TPS yang
diakui

hukum Barat, hukum agama).

Salah satu Titik Pertalian
Sekunder (TPS) yang penting
dalam menentukan hukum yang
berlaku adalah pilihan hukum
oleh para pihak (choice of law).

Jawaban yang benar:

E] Adanya klausul yang
memilih hukum dari negara
tertentu

Ini mencerminkan prinsip party
autonomy, yaitu para pihak
berhak  menentukan  sendiri
hukum yang akan mengatur
hubungan hukumnya.

bedoeling van partijen. Terdapat 3
(tiga) langkah

yang dapat dipilih untuk melihat
maksud dari para pihak, yaitu:

a. Secara tegas (para pihak dengan
sendiri menyatakan maksudnya);

b. Dengan sekian banyak perkataan
(uitdrukkelijk); dan

c. Secara diam-diam (stilzwijgend)
Menarik kesimpulan dari kenyataan-
kenyataan (omstandigheden).

Contoh dari penggunaan TPS ini dapat
dilihat dalam Landraad Padang
(1930), yang

berkaitan dengan kontrak sewa beli
mobil antara perusahaan Eropa dengan
seorang

Bumiputera. Berdasarkan penelusuran
maksud dari para pihak ditemukan
bahwa

hukum Eropa berlaku sebagai syarat
dalam kontrak.

Salah satu TPS yang dapat
digunakan untuk menentukan
hukum yang berlaku dalam
hubungan  hukum  HATAH
intern adalah*

Dalam HATAH Intern (Hukum
Antar Tata Hukum Intern), yang
dibahas adalah konflik antar
sistem hukum di dalam satu
negara (misalnya hukum adat,

“Maksud dari para Pihak™

Untuk menentukan hukum yang
berlaku, dapat pula dicari apa yang
menjadi maksud

dari para pihak atau dikenal dengan

Yang disebut sebagai Titik Taut

Pembeda adalah*
a. Titik Pertalian
Alternatif

b. Titik Pertalian Lanjutan
c. Titik Pertalian Primer
d. Titik Pertalian Sekunder

EJ Titik Pertalian Primer

Dalam Hukum Perdata
Internasional, Titik Taut
Pembeda adalah faktor yang
membedakan suatu hubungan
hukum sehingga memiliki unsur
asing (foreign element) dan
menimbulkan persoalan hukum
perdata internasional.

Istilah ini merujuk pada faktor
awal yang menunjukkan adanya
perbedaan sistem hukum yang
mungkin berlaku, seperti

Dalam hal ini TPP menjadi faktor yang
melahirkan persoalan HPI, maka ada
juga sarjana HPI yang menyebutkan
TPP ini sebagai “Titik taut pembeda.”

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan

untuk tetap E dan

ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai

informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab

atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan

untuk tetap E dan

ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai

informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab

atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.




Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

Juanda Surya Dinata_Reg 2024_Catatan Kelas + Catatan Mbak Stefani Gloria (2022)

Penjelasan singkat:

e Titik Pertalian Primer
(TPP): menunjukkan
adanya unsur asing /
membedakan sistem
hukum yang terkait.

o Titik Pertalian
Sekunder (TPS):
digunakan setelah itu
untuk menentukan
hukum mana yang
berlaku.

e Alternatif / Lanjutan:
bukan istilah yang tepat

untuk Titik Taut
Pembeda.
Jawaban: Titik Pertalian

Primer.

perbedaan kewarganegaraan,
domisili, tempat peristiwa, atau
tempat objek berada.

Karena fungsinya adalah sebagai
penentu awal adanya unsur
asing, maka Titik Taut Pembeda
termasuk:

berlaku — jika domisili
sudah ada, tetap
digunakan.

o Terdapat beberapa TPS
yang ditemukan —
bukan alasan khusus
penggunaan habitual
residence.

e Kewarganegaraan
seseorang tidak dapat
menentukan hukum
yang berlaku — ini
berkaitan dengan
nationality, bukan
fungsi habitual
residence.

ditemukan.

Habitual Residence sebagai titik
pertalian pengganti digunakan
saat™

a. Domisili yang telah ada
tidak dapat menentukan
hukum apa yang
berlaku.

b. Domisili seseorang
belum terbentuk/tidak
dapat ditemukan.

c. Terdapat beberapa TPS
yang ditemukan.

d. Kewarganegaraan
seseorang tidak dapat
menentukan hukum
yang berlaku.

E3 Domisili seseorang belum
terbentuk/tidak dapat
ditemukan

Penjelasan opsi lain:
®  Domisili yang telah ada

tidak dapat menentukan
hukum apa yang

Habitual Residence digunakan
sebagai titik pertalian pengganti
ketika konsep domisili tidak
dapat diterapkan secara jelas atau
belum terbentuk.

Dalam praktik Hukum Perdata
Internasional, habitual residence
dipakai karena lebih faktual
(berdasarkan ~ tempat  tinggal
nyata  sehari-hari), terutama
ketika seseorang:

e sering berpindah-pindah,

e belum menetapkan
domisili secara hukum,

e atau domisilinya sulit

ditentukan.

Dari pilihan yang ada, kondisi
yang paling tepat adalah:

Jawaban: Domisili seseorang
belum terbentuk/tidak dapat

Selanjutnya, apabila domisili dari yang
bersangkutan tidak diketahui maka
tempat kediaman yang sesungguhnya
(habituelle  residence) dari  yang
bersangkutan ~ dapat  dipergunakan
sebagai titik pertalian pengganti untuk
menentukan hukum

yang berlaku bagi status personalnya.

Titik pertalian yang
menggunakan  dua  sistem

hukum secara bersamaan
adalah*
a. Titik Pertalian
Alternatif
b. Titik Pertalian Accesoir
c. Titik Pertalian
Pengganti
d. Titik Pertalian
Kumulatif
Kita lihat opsinya:

e Titik Pertalian
Alternatif — memilih
salah satu dari beberapa
hukum (tidak dipakai
bersamaan).

e Titik Pertalian
Accesoir — mengikuti
hubungan hukum
utama.

e Titik Pertalian
Pengganti — dipakai
kalau titik pertalian
utama tidak bisa
digunakan.

Penjelasan Intinya
Titik  Pertalian Kumulatif
berarti:

Suatu  hubungan
hukum harus
memenuhi

ketentuan dari lebih
dari satu sistem

hukum secara
bersamaan.
Contoh klasik:
Syarat  sah  perkawinan
internasional yang harus
memenuhi hukum

masing-masing kewarganegaraan
calon mempelai.

Di sini tidak memilih salah satu,
tapi kedua hukum berlaku
sekaligus.

Jika dalam suatu persoalan hukum
tertentu, dipergunakan dua atau lebih
sistem hukum, maka dipergunakan Titik
Pertalian Kumulatif, yaitu penumpukan
atau kumulasi dari beberapa titik
pertalian.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
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atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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e Titik Pertalian
Kumulatif —» v/
menggunakan dua
(atau lebih) sistem
hukum sekaligus dan
keduanya harus
dipenuhi.

Kewarganegaraan menjadi TPP
ketika*

a. Digunakan untuk
menentukan hukum
yang berlaku.

b. Menunjukkan adanya
unsur asing dalam
hubungan hukum.

c. Digunakan oleh hukum
sebagai lex fori

d. Dipilih oleh para pihak.

Evaluasi opsi:

e Digunakan untuk
menentukan hukum
yang berlaku — ini
fungsi TPS, bukan TPP.

e Menunjukkan adanya
unsur asing dalam
hubungan hukum —
v fungsi TPP.

e Digunakan oleh
hukum sebagai lex fori
— lex fori adalah
hukum forum, bukan
TPP.

e Dipilih oleh para
pihak — ini terkait
pilihan hukum (party
autonomy), termasuk
TPS.

Dalam Hukum Perdata
Internasional, Titik Pertalian
Primer (TPP) berfungsi untuk
menunjukkan adanya unsur
asing dalam suatu hubungan
hukum. Artinya, TPP dipakai
pada tahap awal untuk melihat
apakah suatu perkara memiliki
keterkaitan dengan lebih dari
satu sistem hukum.

Kewarganegaraan menjadi TPP
ketika digunakan untuk
menunjukkan bahwa para pihak
berasal dari negara yang berbeda,
sehingga terdapat unsur asing.

Jawaban yang benar:

El Menunjukkan adanya
unsur asing dalam hubungan
hukum.

Adanya kewarganegaraan asing
membantu kita untuk mengenali bahwa
saat ini kita menghadapi peristiwa HPI.

acara mana yang

berlaku.

b. Menciptakan
pertemuan stelsel
hukum dan
menentukan  hukum

yang berlaku di saat
yang bersamaan.

c.  Menunjukkan unsur
asing dan pertemuan
stelsel hukum di saat
yang bersamaan.

d. Adanya klausul yang
memilih  hukum dari
negara tertentu.

Suatu kondisi dapat menjadi
TPP dan TPS disaat yang
bersamaan bila*

a. Menunjukkan  hukum

Untuk mengetahui hukum apa
yang berlaku dalam suatu
permasalahan HPI digunakan*

a. Titik Pertalian Primer
b. Titik Pertalian
Sekunder

Titik Taut Penentu

d. Titik Pertalian Lanjutan

o

Dalam Hukum Perdata
Internasional ~ (HPI),  untuk

menentukan  hukum mana
yang berlaku, kita
menggunakan Titik Pertalian
Sekunder (TPS).
Logikanya begini:

o Titik Pertalian Primer
(TPP) — hanya untuk
melihat ada tidaknya
unsur asing (apakah
perkara ini termasuk
ranah HPI atau tidak).

e Setelah diketahui ada
unsur asing, barulah
digunakan faktor yang
menentukan hukum
yang berlaku.

e Faktor penentu itu
disebut Titik Pertalian
Sekunder (TPS).

Jadi jawabannya adalah:

E] Titik Pertalian Sekunder

@

TPS yang memberikan “extra contact”
dengan salah satu sistem hukum yang
dipertautkan hingga sistem hukum inilah
yang menentukan hukum yang harus
diberlakukan untuk menyelesaikan suatu
persoalan HPIL.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan

untuk tetap E dan

ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai

informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab

atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
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atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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Domisili dapat menjadi TPP
apabila*

a. TPP menunjukkan
hukum yang berlaku.

b. Menciptakan  unsur
asing dalam hubungan

hukum.
c. Domisili menentukan
stelsel hukum.

d. Tidak terdapat habitual
residence yang dapat
menjadi titik pertalian.

Evaluasi opsi:

e TPP menunjukkan
hukum yang berlaku
— salah, itu fungsi
TPS.

o Menciptakan unsur
asing dalam hubungan
hukum — v benar, ini
fungsi TPP.

o Domisili menentukan
stelsel hukum — itu
fungsi penentuan
hukum (TPS).

o Tidak terdapat
habitual residence
yang dapat menjadi
titik pertalian — tidak
terkait dengan fungsi
TPP.

Dalam Hukum Perdata
Internasional, Titik Pertalian
Primer (TPP) berfungsi untuk
menunjukkan adanya unsur
asing dalam suatu hubungan
hukum, bukan untuk langsung
menentukan hukum yang
berlaku.

Domisili menjadi TPP ketika
domisili tersebut menimbulkan
keterkaitan dengan sistem hukum
lain sehingga menciptakan unsur
asing.

Jawaban yang benar:
EJ Menciptakan unsur asing
dalam hubungan hukum.

Faktor domisili dari para pihak (yang
berbeda  dengan  kewarganegaraan
mereka) dalam contoh

tersebut menyebabkan hubungan hukum
tersebut adalah hubungan HPI.

Mari kita lihat opsinya:

e Perkawinan WNA dan
WNI — menggunakan
kewarganegaraan
(status personal).

e Penentuan status
personal apatride —
tetap berkaitan dengan
status personal,
meskipun tanpa
kewarganegaraan.

e Perwalian anak —
termasuk status
personal, biasanya
terkait kewarganegaraan
atau domisili.

e Perjanjian jual beli —
ini hubungan
kontraktual (perdata
umum), biasanya
menggunakan:

- pilihan hukum para
pihak,

- lex loci contractus,

- lex loci solutionis,
bukan
kewarganegaraan.

penentuan status).

Jawaban yang benar:
E] Perjanjian jual beli.

Kasus manakah yang tidak
menggunakan kewarganegaraan
sebagai TPS?

a. Perkawinan WNA dan
WNI.

b. Penentuan status

personal apatride.

Perjanjian jual beli.

d. Perwalian anak.

e

Dalam Hukum Perdata
Internasional, kewarganegaraan
sebagai TPS umumnya
digunakan untuk hal-hal yang
berkaitan dengan status
personal, seperti:

e perkawinan,

e perwalian,

e status personal seseorang
(termasuk apatride jika
masih relevan dengan

Milieu merupakan®

a. TPP dalam HATAH
Ekstern dan Intern.

b. TPP dalam HATAH
Intern.

c. TPS dalam HATAH
Ekstern dan Intern.

d. TPS dalam HATAH
Intern.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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Titik Pertalian Alternatif | Dalam HPI, Titik Pertalian | Dalam titik pertalian alternatif, semua
berarti* Alternatif berarti terdapat lebih | titik pertalian yang ada mempunyai
dari satu titik pertalian yang | tingkatan yang sama. Tidak ada yang

a. Terdapat hierarki dalam | dapat digunakan dan |lebih  diutamakan  atau  dipilih
titik pertalian yang ada. | kedudukannya setara, sehingga | belakangan.

b. Selalu menunjuk hukum | dapat dipilih salah satu tanpa
lex fori. adanya urutan prioritas.

c. Terdapat beberapa TPS
yang ditemukan.

d. Terdapat kesetaraan di | Jawaban:
antara  titik pertalian
sekunder yang ada. — Terdapat kesetaraan di

antara titik pertalian sekunder

Mari kita lihat opsi: yang ada.

o Terdapat hierarki
dalam titik pertalian
yang ada — ini ciri e Alternatif = beberapa
titik pertalian pilihan setara
bertingkat/kumulatif,
bukan alternatif. e Bertingkat = ada

urutan prioritas

o Selalu menunjuk (hierarki)
hukum lex fori —
tidak benar.

Intinya:

e Terdapat beberapa
TPS yang ditemukan
— belum tentu
alternatif; bisa saja
bertingkat.

e Terdapat kesetaraan
di antara titik
pertalian sekunder
yang ada — v ini
definisi yang tepat.
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adalah*
Dalam HPI:
a. Kewarganegaraan
b. Lex Loci Delicti | Untuk perkara PMH (tort), TPS

Commissie yang digunakan adalah:
c¢. Bendera Kapal
d. Lex Loci Actus = Lex Loci Delicti Commissi
(hukum tempat terjadinya
perbuatan melawan

Evaluasi opsi:
valuast opsl hukum/kerugian)

e Kewarganegaraan —
TPP (status personal), Jawaban yang benar:
bukan TPS untuk tort

= Lex Loci Delicti Commissi

o Lex Loci Delicti X .
Commissi — v TPS Catatan kecil buat kamu (ini

sering keluar di HPI FHUT):
Kalau kejadian di kapal di laut
lepas, tempat Kkejadian =
o Bendera Kapal — wilayah negara bendera kapal.
biasanya TPP Jadi secara praktik, lex loci
delicti-nya mengarah ke hukum
Gabon.

yang tepat untuk
gugatan ganti rugi

(menunjukkan unsur
asing/yurisdiksi kapal)

o Lex Loci Actus —
lebih umum untuk
tempat perbuatan, tapi
dalam konteks tort
istilah yang tepat adalah
lex loci delicti

Berikut ini yang tidak termasuk
dalam TPP adalah*

Kewarganegaraan

Lex Loci Actus
Bendera Kapal

Pilihan Hukum dalam
Hubungan Intern

o TR

TPS yang merupakan tempat

berlangsung dan
dilaksanakannya kontrak
disebut*

Lex Loci Solutionis
Lex Loci Contractus
Lex Loci Actus

Lex Loci Delicti
Commissie

a0 T

TPS dari gugatan ganti rugi dari Jawaban yang benar adalah Bendera
seorang penumpang WNI yang kapal.

sedang berpesiar dengan kapal
berbendera Republik  Gabon

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
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perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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LAMPIRAN II
SOAL ISIAN SINGKAT!!

1. Milieu adalah suasana tempat tinggal dari seseorang yang dapat digunakan untuk menentukan
hukum yang berlaku. Benar atau salah? Berikan alasan singkat!
= Jawaban: Salah.

Alasan singkat: Berdasarkan bahan bacaan yang diberikan menurut saya. Milieu bukan hanya sekedar
“suasana tempat tinggal”. Namun, dalam HATAH intern, milieu adalah lingkungan sosial-hukum
tempat seseorang berinteraksi dan melakukan hubungan hukum yang dapat memengaruhi hukum mana
yang berlaku. Sehingga, yang dilihat bukan hanya tempat tinggal secara fisik, akan tetapi juga dalam
konteks pergaulan dan hubungan hukumnya (misalnya bertransaksi dalam lingkungan Eropa, Timur
Asing, dIl.). Oleh karena itu, menyamakan milieu hanya dengan suasana tempat tinggal adalah
penyederhanaan yang keliru.

2. Berikan contoh dari TPS pilihan hukum dalam HATAH Intern!
= Contoh TPS Pilihan Hukum dalam HATAH Intern:

Seorang A yang merupakan WNI suku Jawa melakukan perjanjian jual beli dengan B yang
merupakan WNI keturunan Tionghoa. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak secara tegas
sepakat untuk tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Penjelasan singkat: Dikarenakan para pihak merupakan pihak yang berasal dari golongan hukum
yang berbeda (dalam konteks HATAH intern) dan mereka memilih salah satu sistem hukum yang
berlaku di Indonesia, maka kesepakatan tersebut merupakan TPS pilihan hukum yang menentukan
hukum mana yang berlaku dalam hubungan mereka.

3. Titik pertalian alternatif dapat digunakan saat titik pertalian yang ada tidak cukup untuk
menjawab hukum apa yang berlaku. Benar atau salah? Berikan pendapat singkat anda!
= Jawaban: Salah.

Pendapat singkat:

Titik pertalian alternatif digunakan ketika terdapat beberapa titik pertalian yang kedudukannya setara.
Sehingga dapat dipilih salah satu untuk menentukan hukum yang berlaku. Bukan karena titik pertalian
yang ada tidak cukup melainkan karena hukum memberikan beberapa pilihan yang sama kuat. Jika
suatu titik pertalian tidak cukup atau tidak dapat digunakan, maka yang dipakai adalah titik pertalian
pengganti, bukan titik pertalian alternatif.

4. Jelaskan hubungan antara TPP dan TPS. Mana yang ada lebih dahulu dan berikan alasannya!
= Hubungan antara TPP dan TPS dapat dipahami sebagai hubungan tahapan logis dalam penyelesaian
perkara Hukum Perdata Internasional maupun HATAH intern. TPP (Titik Pertalian Primer) berfungsi
untuk menunjukkan adanya unsur asing atau pertemuan stelsel hukum dalam suatu hubungan hukum.
Melalui TPP, hakim terlebih dahulu menilai apakah suatu perkara memiliki keterkaitan dengan lebih
dari satu sistem hukum sehingga layak diperlakukan sebagai persoalan konflik hukum. Setelah
keberadaan unsur asing tersebut dipastikan melalui TPP, barulah digunakan TPS (Titik Pertalian
Sekunder). TPS berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku di antara sistem hukum yang
saling bertaut tersebut. Dengan demikian, TPP hadir lebih dahulu daripada TPS, karena tanpa adanya
TPP tidak akan ada konflik hukum yang perlu diselesaikan. TPS baru relevan digunakan setelah TPP
menunjukkan adanya pertemuan stelsel hukum.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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5. Apakah perbedaan suku, agama, dan ras dapat menjadi titik pertalian dalam HATAH? Jelaskan
secara singkat!

= Perbedaan suku, agama, dan ras pada dasarnya bukanlah sebuah titik pertalian secara langsung
dalam HATAH. Namun, perbedaan tersebut dapat menjadi titik pertalian secara tidak langsung apabila
berkaitan dengan golongan hukum yang tunduk pada sistem hukum tertentu. Dalam HATAH intern,
titik pertalian yang relevan adalah perbedaan golongan hukum (misalnya hukum adat, hukum agama,
atau hukum perdata Barat). Suku atau agama baru menjadi relevan jika menentukan stelsel hukum
yang berlaku, misalnya: Perbedaan agama dalam perkara perkawinan untuk menentukan berlakunya
hukum agama. Perbedaan golongan (misalnya adat tertentu) untuk menentukan berlakunya hukum
adat. Jadi, yang menjadi titik pertalian bukan suku, agama, atau ras itu sendiri, melainkan sistem
hukum (golongan hukum) yang melekat pada perbedaan tersebut.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat i adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap E dan i informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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LAMPIRAN III
PRE-TEST HUKUM ANTAR TATA HUKUM 1
MATERI RUU HPI DAN DOMISILI MASYARAKAT
SOAL JAWABAN MATERI

Berdasarkan  definisi  status
personal dalam RUU HPI
(terbaru), status  personal

termasuk dalam hak
kenegaraan (selain hak
perdata)*

Benar

Salah

Jawaban: Salah.

Alasan singkat:

Dalam konsep status personal
pada RUU HPI, yang dimaksud
adalah kedudukan seseorang
dalam hukum perdata,
seperti:

kecakapan bertindak,
status perkawinan,
hubungan keluarga,
perwalian, dan
sejenisnya.

Status personal tidak
mencakup hak kenegaraan
(misalnya hak politik atau hak
sebagai warga negara dalam
ranah publik). Hak kenegaraan
termasuk dalam  hukum
publik, sedangkan status
personal berada dalam ranah
hukum perdata.

Berdasarkan Ps. 1 Ayat 11
RUU HPI Terbaru, Status
Personal adalah kedudukan,
kewenangan, dan/atau
kecakapan dalam melakukan
perbuatan hukum dari subjek
hukum dalam hukum perdata.

— badan hukum
(istilah Belanda untuk
PT)

o Commanditaire
Vennootschap (CV)
— bukan badan
hukum, melainkan
persekutuan
komanditer
(persekutuan perdata)

Karena CV tidak memiliki
kepribadian hukum terpisah
dari para sekutunya, maka ia
tidak memiliki status
personal  sebagai  badan
hukum.

Jadi jawabannya:
Commanditaire
Vennootschap.

Manakah yang tidak termasuk
status personal badan hukum?*

Yayasan

Société Anonyme
Commanditaire
Vennootschap
Naamloze Vennootschap

Jawaban yang tidak termasuk
status personal badan hukum
adalah:

C Commanditaire
Vennootschap (CV)

Alasannya  singkat  tapi
penting:

e Yayasan — badan
hukum

e Société Anonyme
(SA) — badan hukum
(setara Perseroan
Terbatas di sistem
hukum Prancis)

e Naamloze
Vennootschap (NV)

Manakah yang tidak termasuk
kaidah  untuk  menentukan
hukum yang berlaku bagi status
personal pribadi kodrati dalam
HPI?*

Prinsip Nasionalitas
Prinsip Domisili

Prinsip Pilihan Hukum
Prinsip Habitual Residence

Yang tidak termasuk kaidah
untuk menentukan hukum yang
berlaku bagi status personal
pribadi Kkodrati dalam HPI
adalah:

Prinsip Pilihan Hukum

Penjelasan singkat:

Untuk status personal
(misalnya kecakapan,
perkawinan, hubungan

keluarga), sistem HPI
umumnya menggunakan:

e Prinsip Nasionalitas
(lex patriae)

e Prinsip Domisili (lex
domicilii)

e Prinsip Habitual
Residence

Sedangkan prinsip pilihan
hukum (choice of law)
biasanya berlaku dalam
hubungan kontraktual, bukan
untuk status personal yang
sifatnya melekat pada diri

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap lakuka dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.

Diktat ini disusun sebagai bahan rujukan tambahan untuk menunjang proses pembelajaran, Seluruh informasi yang dimuat telah diupayakan agar tersaji secara
akurat dan relevan. Meskipun demikian, masih terdapat inan adanya ataupun informasi yang belum diperbarui sesuai
perkembangan terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaca diharapkan tidak menjadikan diktat ini sebagai satu-satunya sumber acuan, serta dianjurkan
untuk tetap lakuka dan informasi melalui sumber resmi maupun literatur lain yang lebih kredibel. Penulis tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk kerugian atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat dalam diktat ini.
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seseorang dan tidak bebas
ditentukan sendiri.

Jadi  jawabannya:  Prinsip
Pilihan Hukum.

Manakah yang tidak termasuk
teori untuk menentukan hukum
yang berlaku bagi status
personal badan hukum dalam
HPI?*

Teori Inkorporasi

Teori Statutair

Teori Kendali Jarak Jauh
Teori Manajemen Keuangan

Jawaban yang tidak termasuk
teori untuk menentukan hukum
yang berlaku bagi status
personal badan hukum dalam
HPI adalah:

¢ Teori
Keuangan

Manajemen

Penjelasan singkat:

Teori yang dikenal dalam HPI
untuk  menentukan  status
personal badan hukum antara
lain:

e Teori Inkorporasi —
berdasarkan tempat
pendirian/akta
pendirian badan
hukum.

o Teori Statutair
(Statutory Seat) —
berdasarkan tempat
kedudukan menurut
anggaran dasar.

o Teori Kendali
(Control) atau sering
dikaitkan dengan
pengendalian efektif
(misalnya pemegang
saham/pusat kendali
nyata).

Sementara itu, Teori
Manajemen Keuangan tidak
dikenal sebagai teori penentu
status personal badan hukum
dalam HPIL.

Jadi  jawabannya: Teori
Manajemen Keuangan.

klasifikasi  prinsip  domisili
menurut Hukum Inggris?*

Domicile of Origin

Domicile by Operation of
Law

Domicile of Choice

Domicile of  Effective
Residence

klasifikasi  prinsip  domisili
menurut Hukum Inggris
adalah:

¢ Domicile of Effective
Residence

Penjelasan singkat:

Dalam sistem Hukum Inggris,
klasifikasi ~ domisili ~ yang
dikenal adalah:

1. Domicile of Origin —
domisili sejak lahir
(mengikuti ayah/ibu
dalam kondisi
tertentu).

2. Domicile of Choice —
domisili yang dipilih
secara sukarela dengan
niat menetap tetap.

3. Domicile by
Operation of Law
(Domicile of
Dependence) —
domisili yang timbul
karena ketentuan
hukum (misalnya anak
mengikuti orang tua).

Sementara itu, Domicile of
Effective Residence bukan
kategori yang dikenal dalam
hukum Inggris. Istilah ini lebih
mendekati konsep habitual
residence, yang  berbeda
dengan domisili.

Jadi jawabannya: Domicile of
Effective Residence.

Dalam sistem HPI Inggris,
terdapat 3 macam pengertian
domisili, antara lain: 1)
Domicile of  Origin. 2)
Domicile of Choice. 3)
Domicile by Operation of Law.

Manakah yang bukan

Jawaban yang bukan

Macam-macam Domisili
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